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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan penataan jabatan Pegawai
Negeri Sipil, perlu dilaksanakan analisis beban kerja
jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Pedoman Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di
Lingkungan  Kementerian  Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1533);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN
KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI.

Pasal 1
Pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi selanjutnya disebut pedoman analisis beban kerja
jabatan pelaksana merupakan acuan bagi setiap unit kerja di
lingkungan Kementerian Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan analisis beban kerja
jabatan pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

Pasal 2
Pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 3
Analisis beban kerja jabatan pelaksana dilaksanakan oleh
masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dikoordinasikan oleh
Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi dalam hal ini Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 4
Hasil analisis beban kerja ditetapkan oleh:
a. pemimpin unit kerja eselon I;
b. pemimpin perguruan tinggi negeri; dan
c. koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta,

setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
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Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI.

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance] sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi birokrasi
nasional, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara
berkesinambungan melaksanakan penataan di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Perbaikan di bidang kelembagaan
dilakukan agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk
mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien diperlukan sumber daya
manusia yang berkualitas dalam jumlah yang proporsional sesuai

dengan kebutuhan.

Analisis beban kerja merupakan salah satu metode yang digunakan
untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia
sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing
jabatan. Hasil analisis beban kerja yang berupa norma waktu
penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, serta standar beban kerja
dan prestasi kerja digunakan sebagai tolok ukur bagi pegawai/unit kerja
dalam melaksanakan kegiatannyva. Disamping itu, hasil analisis beban
kerja juga bermanfaat bagi penyusunan formasi pegawai,
penyempurnaan sistem prosedur kerja, dan berbagai aspek manajemen

lainnya, seperti dalam meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-



